BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pencegahan iklan yang menyesatkan berdasarkan Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang
Pengawasan Periklanan Kosmetika dengan cara mewajibkan pelaku usaha
memiliki izin edar berupa notifikasi apabila ingin mengiklankan produk
kosmetika yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha yang ingin
mengiklankan produk kosmetika yang diperdagangkan wajib memenuhi
kriteria informasi seperti objektif, tidak menyesatkan dan tidak menyatakan
seolah-olah sebagai obat. Selain itu, pelaku usaha yang ingin mengiklankan
produk kosmetika yang diperdagangkan wajib menggunakan Bahasa Indonesia,
namun terdapat pengecualian yaitu diperbolehkan menggunakan Bahasa
Daerah dan Bahasa Inggris. Pengawasan iklan kosmetika dilakukan oleh
pengawas, selain itu iklan juga dapat diawasi oleh masyarakat dengan
memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran periklanan
kosmetika. Terdapat sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku usaha
apabila mengiklankan produk kosmetika yang tidak sesuai dengan persyaratan
yang sudah ditentukan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
32 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika diharapkan agar
pelaku usaha yang ingin mengiklankan produk kosmetikanya agar

memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
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Iklan melalui media elektronik memberikan kemudahan kepada
konsumen dalam mendapatkan informasi akan suatu barang yang mereka
butuhkan. Periklanan yang dilakukan melalui media elektronik memiliki
cakupan yang sangat luas, sehingga apabila terjadi iklan yang menyesatkan
pada media elektronik maka akan banyak sekali korban yang terjerumus pada
iklan yang menyesatkan tersebut. Terdapat syarat yang wajib dipenuhi oleh
pelaku usaha apabila ingin melakukan penayangan iklan elektronik yang diatur
didalam Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun
2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pelaku usaha
juga wajib bertanggung jawab atas materi iklan yang mereka tayangkan dan

segala akibat yang ditimbulkan dari iklan tersebut.

. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penulis
menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang ingin mengiklankan produk kosmetika yang
diperdagangkan wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, pelaku
usaha juga harus lebih cermat dalam memproduksi iklan yang dibuat agar
tidak terjadi kerugian.

2. Konsumen agar lebih hati-hati untuk memilih produk kosmetika yang

dibutuhkan.
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3. Pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih terhadap kegiatan
pelaku usaha dalam mempromosikan produk kosmetikanya kepada
konsumen agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha
dalam mengiklankan produk kosmetika yang diperdagangkan.

4. Masyarakat harus turut dalam melakukan pengawasan terhadap iklan
produk kosmetika agar tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh

pelaku usaha.
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